
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat                                                                                                                                                

bahkan tanah sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari lahirnya manusia sampai 

meninggalnya manusia. Tanah dianggap sebagai salah satu aset bernilai tinggi dan 

istimewa yang mendorong setiap orang untuk memilikinya. Tanah merupakan 

salah satu kebutuhan mutlak manusia, artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan 

ditentukan oleh keberadaan tanah.
1
  

Di dalam Hukum Nasional, hukum tanah harus sejalan dengan konstitusi 

yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, 

menjelaskan bahwa :  

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”  

Pasal tersebut merupakan dasar hukum politik pertanahan nasional yang 

mempunyai satu tujuan yaitu untuk kemakmuran rakyat yang digunakan 

mekanisme penguasaan oleh negara yang kemudian di jabarkan lebih lanjut 

didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. Negara mempunyai kekuasaan mengatur tanah-tanah 

yang telah dimiliki seseorang atau badan hukum, maupun tanah-tanah bebas yang 

belum dimiliki seseorang atau badan hukum akan langsung dikuasai oleh negara
2
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Penguasaan, pengaturan dalam penggunaan dan penguasaan tanah tidak boleh 

menyimpang terlalu jauh dari tujuan yang di amanahkan oleh konstitusi negara 

kita. 

Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, 

maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan. 

Semakin lama tanah makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti 

jual beli tanah, dan tanah sebagai jaminan kredit di bank. Di dalam kehidupan 

sehari-hari sertifikat tanah sering kali menjadi persengketaan bahkan sampai ke 

sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk 

memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menguasai tanah milik 

orang lain. Rasa ingin menguasai ini sering mengakibatkan timbulnya masalah-

masalah pertanahan dan perselisihan di dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat 

adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik 

yang berkepanjangan antar masyarakat yang bersengketa. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan Peraturan dasar 

Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), lahir untuk mengakhiri 

permasalahan hukum pertanahan di Indonesia. Dengan lahirnya UUPA, 

dimungkinkan tercapainya hukum pertanahan yang memberikan kepastian bagi 

semua. Posisi UUPA merupakan dasar bagi pengembangan hukum pertanahan. 

Dengan demikian, UUPA dapat memasukkan asas-asas dan peraturan perundang-



 

 

undangan lainnya yang tetap relevan dengan hukum yang ada dalam 

pelaksanaannya.
3
 

Tanah merupakan obyek yang sering terjadi sengketa, baik sengketa 

perorangan, maupun sengketa perorangan dengan badan hukum dan sengketa 

melibatkan pemerintah. Dalam penanganan sengketa pertanahan, yakni sertipikat 

ganda, semakin mendapat perhatian. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960, suatu peraturan pertanahan yang membantu mengatur 

segala kegiatan pertanahan adalah untuk mencapai kepastian dan perlindungan 

hukum, keadilan dan kemakmuran bagi semua orang.
4
 

Untuk mencapai kepastian hukum hak atas tanah, dilakukan pendaftaran 

tanah. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA: “Untuk menjamin kepastian hukum, 

pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di semua wilayah sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Ketentuan tentang kepastian 

hukum hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan mudah mengetahui status atau kedudukan hukum terhadap 

tanah yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan 

beban apa yang ada diatasnya
5
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diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah baik yang dimiliki oleh masyarakat 

maupun oleh badan hukum ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian 

hukum hak atas tanah yang dikuasainya atau yang dimilikinya 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat 

adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik 

atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dicatat 

dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam pengertian sehari-hari sertipikat hak 

diartikan sebagai sertipikat tanah. 

Sertipikat berguna sebagai “bukti” bahwa tanah tersebut telah di 

administrasi oleh negara. Dengan dilakukan administrasi, bukti tersebut diberikan 

kepada orang yang bersangkutan. Bagi pemilik tanah, bukti atau sertipikat 

merupakan pegangan yang kuat dalam pembuktian hak milik seseorang sesuai 

yang tertera di dalam sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dan 

berwenang secara hukum. Hukum melindungi pemegang sertipikat, yang lebih 

kuat jika pemegangnya adalah nama yang tertera di sertipikat. Sehingga apabila 

yang memegang sertipikat itu belum atas namanya maka perlu dilakukan balik 

nama kepada yang memegangnya sehingga dapat terhindar dari gangguan pihak 

lain
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Ketentuan sertipikat sudah diatur didalam peraturan yang berlaku sebagai 

“bukti” untuk kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah, masih ada 

kesenjangan dalam penerapan aturan ini dilapangan, seperti adanya sengketa 

sertipikat ganda. Dalam perkembangannya, sering terjadi masalah dengan 

sertipikat yang memberikan alat bukti atas tanah yang sama atau sengketa 
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sertipikat ganda. Sertipikat ganda merupakan sertipikat di satu bidang tanah yang 

sama. Dengan demikian sebidang tanah digambarkan memiliki sertipikat dengan 

data yang berbeda. Hal ini disebut juga dengan sertipikat tumpang tindih 

(overlapping)
7
. Dalam kasus sertipikat ganda, ada ketidakpastian tentang siapa 

yang berhak memegang hak atas tanah. 

Menteri ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri No 11 tahun 2016 

Pasal 1 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan untuk mendapat penanganan yang sesuai dengan ketentuan 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan pertanahan. 

Berdasarkan Surat Keputusan ATR/BPN tersebut, khususnya sengketa sertipikat 

ganda dapat dilakukan melalui proses mediasi atau disebut dengan Alternative 

Dispute Resolution (ADR) di Kantor Pertanahan. Jika kedua belah pihak yang 

bersengketa tidak ada kesepakatan, maka akan diselesaikan secara sepihak oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. jika kedua belah pihak masih 

tidak menerima keputusan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui proses litigasi 

(proses penyelesaian sengketa melalui peradilan) dengan mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 

Dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan dengan 

mediasi di Kantor Pertanahan belum berjalan efektif sesuai dengan Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, Misalnya penyelesaian sengketa 

sertipikat ganda yang terjadi pada tahun 2018 atas sertipikat Hak Milik Nomor 

809 M² atas nama ibu Fitri Herawati yang terbit dahulu pada tahun 1996 sebagai 
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pihak A dengan sertipikat Hak Milik Nomor 6244 yang terbit 20 tahun kemudian 

pada tahun 2016 atas nama Bapak Nurmalis sebagai pihak B, dengan luas tanah 

4.625 M² yang berlokasi di Korong Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung Kecamatan 

Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman terdapat dua sertipikat di lokasi tanah 

yang sama. Dalam Penyelesaian sengketa tanah tersebut dilakukan secara mediasi 

tetapi tidak dapat diterima oleh pihak bersengketa, maka dilakukan penyelesaian 

melalui litigasi (Jalur Pengadilan) 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian tentang “Penyelesaian 

Sengketa Sertipikat Ganda Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah di uraikan sebagai 

 berikut:  

1. Apa faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah 

di Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman? 

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah di 

Nagari Lubuk Alung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Sertipikat Ganda Hak 

Atas Tanah di Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman 



 

 

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas 

Tanah di Nagari Lubuk Alung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu 

hukum di bidang pertanahan tentang sengketa pertanahan.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pada khususnya 

di bidang ilmu hukum khususnya dalam menyelesaikan sengketa 

sertipikat ganda 

c. Penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi semua 

pihak yang terlibat dalam hal menyangkut penyelesaian sengketa 

sertipikat ganda 

2. Secara Praktis  

a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 

Ilmu Hukum.  

b. Bagi masyarakat, Untuk memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada masyarakat tentang berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, 

dalam menghadapi sengketa sertipikat tanah yang terkait dalam 

penyelesaian sengketa sertipikat ganda 

 

 



 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris atau sosiologi hukum yang bertumpu pada data primer (hasil 

dari penelitian di lapangan) pendekatan yuridis adalah pendekatan 

dengan menitik beratkan berdasarkan peraturan-peraturan dan 

ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melihat serta 

mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktek di 

masyarakat.
8
 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analisis. Kajian dilakukan dengan menguraikan situasi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelesaikan 

sengketa sertifikat ganda. Penelitian ini juga bersifat analitik dan 

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

Menurut Sugiyono, metode analisis deskriptif adalah metode yang 

dirancang untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang 

subjek penelitian yang melakukan penelitian dari sampel atau data 

yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan yang berlaku umum
9
 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 
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1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan melakukan 

penelitian terhadap objek-objek permasalahan melalui 

penelitian di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian 

ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti
10

 

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti 

kepustakaan terutama yang bersumber dari bahan hukum. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data 

yang dikumpulkan oleh orang lain
11

 

b. Sumber Data 

1) Primer 

Diperoleh dari narasumber dengan melakukan wawancara 

yaitu  memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 

permasalahan  agar mendapat jawaban dari pihak 

narasumber yang  berhubungan dengan permasalahan yang 

akan penulis teliti dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Padang Pariaman. 

2) Sekunder 

a) Bahan Hukum Primer 

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 
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ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah 

iv. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan
12

 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan 

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
13

 

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder 

seperti buku-buku, disertasi hukum, tesis, makalah, 

jurnal/artikel  hukum. 

c) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

mengenai badan hukum primer atau badan hukum 

sekunder  yang berasal dari kamus, ensiklopedia, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya 

 

 

 

                                                                   
12

 Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, Peneletian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 12 

13
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 166 
 



 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Penulis mempelajari beberapa dokumen tertulis yang tersedia 

berupa studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang 

menyangkut dengan masalah penelitian dengan membuat daftar 

pertanyaan. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah 

1). Kasubsi Penanganan Masalah dan Pengendalian                 

 Pertanahan 

2).  Kepala Panitera Kasubsi Pengadilan Tata Usaha Negara  

 Padang 

3).  Notaris PPAT 

4).  Pihak yang bersengketa Sertipikat A 

5).  Pihak yang bersengketa Sertipikat B 

5. Pengolahan dan Analisa Data 

a. Metode Pengolahan Data 

Data primer dan Data sekunder diperoleh kemudian 

pebgolahan di proses melalui editing, hal ini bertujuan untuk 



 

 

mendapat ringkasan atau point inti dan mempermudah 

melakukan analisa data. 

b. Analisa Data  

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode 

penelitian bersifat deksriptif analistis, maka analisis data yang 

digunakan adalah analisa data secara pendekatn kualitatif 

terhadapat data primer dan data sekunder
14

. Metode analisis 

data yang digunakan adalah kulitatif artinya uraian yang 

dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak 

menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan untuk menarik kesimpulan sebagai salah 

satu sarana pemberian kepastian hukum. 
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